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Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa seorang calon pendidik
harus berkualifikasi akademik sarjana dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh
melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Direkiorat
Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2007 telah menyelenggarakan pendidikan profesi
guru prajabatan, antara lain (1) Program Sertifikasi Guru Melalui Jalur Pendidikan, (2)
Program Pendidikan Profesi Guru Pasca S-1 PGSD Berasrama dan Basic Science Berasrama,
dan sejak tahun 2011 dilanjutkan dengan (3) Program Pendidikan Profesi Guru melalui
Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), (4) Program Pendidikan Profesi Guru
SMK Kolaboratif, serta (5) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT).

Program-program tersebut disclenggarakan di sejumlah LPTK (daftar terlampir) serta telah
menghasilkan sejumlah lulusan yang berhak menyandang gelar sebagai guru profesional dan
memperoleh Sertifikat Pendidik.

Pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap orang yang
telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat
menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu pemegang sertifikat pendidik
baik yang diperoleh melalui PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan, memiliki legalitas
yang sama sebagai persyaratan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (NUPTK), Nomor Registrasi Guru (NRG) serta tunjangan profesi,

Demikian untuk menjadikan perhatian bersama dalam proses penerimaan calon guru dan
pengadministrasian selanjutnya. __——
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Sertifikasi Guru melalui Jalur Pendidikan  |Kep Mendiknas Nomor 122/P/2007

PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
YANG TELAH/SEDANG DISELENGGARAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

2007-2008

Lampiran 2

27

Kep Mendiknas Nomor 122/P/2007 2008-2009 816 23
PPG S1 PGSD Berasrama Kep Mendiknas Nomor 018/P/2009 538 11
Kep Mendiknas Nomor 018/P/2009 284 9
Kep Mendiknas Nomor 042/P/2010 2009-2012 878 12
Kep Mendiknas Nomor 042/P/2010 1120 15
PPG S1 Basic Science Berasrama Kep Mendiknas Nomor 041/P/2010 275 6
Kep Mendiknas Nomor 041/P/2010 357 6
PPG SM-3T Kep Dirjen Dikti Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 2013 - sekarang 4974 14
PPG SMK Kolaboratif Kep Dirjen Dikti Nomor 67a/DIKTI/Kep/2012 2012 - sekarang 391 12
Kep Dirjen Dikti Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 2013 - sekarang 500 12
PPG Terintegrasi Kep Dirjen Dikti Nomor 69/DIKT1/Kep/2011 2011 - sekarang belum ada 10
Kep Dirjen Dikti Nomor 69/DIKTI/Kep/2011 2012 - sekarang belum ada 10
Kep Dirjen Dikti Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 2013 - sekarang belum ada 10






